
BUPATI BARITO flMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAII I{ABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR { TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PERBNCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

C.

d.

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa keberhasilan pr:rencanaan pembangunan sangat
ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam
setiap aspek dan tahal)an proses pembangunan daerah
yang meliputi perenca:1aan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pelestarian hasil pr:mbangunan daerah;
bahwa dalam rangkrr mendorong partisipasi aktif
masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan reposisi peran pemerintah dan masyarakat;
bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan
pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional diperlukan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme
politis, teknokratis, dan partisipatif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangr-rnan Partisipatif D aerah ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;
Undang-Undang Noraor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kaliman ian Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia TeLhun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  18O);

3. Undang-Undang Nonror 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lenrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor ,+7, Tamba-han Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);
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4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomrrr 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangu,nan Nasional (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Repulllik Indonesia Nomor aa21);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangarr Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 l\lomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone sia Nomor a$$;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 33, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aTOO);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Perundang-UndanganPembentukan PerzLturan

(Lembaran Negara Rr:publik Indonesia Tahun 2OLL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerat. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon,:sia Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O6 tentang
Tata Cara Pengenda.,ian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOC Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daera,e Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/K*a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7' Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a9fi\;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2074
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Provi:asi Kalimantan Tengah Nomor 11
Tahun 2005 tentang Tata Cara PenSrusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perenca.naan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Elarito Timur (LembaranDaerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol3 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Katlupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerin "ah Kabupaten Barito Timur
{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008
Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol4-2A34 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2ol5Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Bar:,to Timur Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DETIIAN PERtrIAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Menetapkan :

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIT DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR.
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3.

4.
5.

6.

7.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Pe,iwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Barito Timjur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerirh Kabupaten Barito Timur.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaog selanjutnya disingkat SKPD
adalah semua unsur Perangkat Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat h ukum yangmemiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam siste,m Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Barito Timur.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permus'y'awaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usuldan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa <lan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelen ggar a pemerintahan desa.
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan ke rja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, ber,laya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan ke.Lurahan bersama-sama secara
musyawarah, mufakat dan gotong-rorroflg yang merupakan cara hidup
masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

12. Sistem Perencanaan Pembangtnan Partisipatif Daerah,yang
selanjutnya disingkat SP3D ada.lah usaha sistematis untuk
merumuskan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan
melibatkan masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan
desa secara berjenjang mulai dari Pe:eggalian Gagasan (PAGAS) tingkat
dusun/lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kecamatrln dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten.
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13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yangselanjutnya disingkat
Musienbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka

men1rusurr r.rr"*rra pembangunan nasi<lnal maupun daerah.
L4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ye.ng selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari
dokrrmen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan juga
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah,

Rencana Kerja dan pendanaannya berik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerinlah mau-pun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RpJM Oeia adalah dokumerr perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta program

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan
disertai dengan rencana kerja.

16. Rencana fe4a Pembangunan Deser/Kelurahan, yang selanjutnya
disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang

memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan
kerangka p"ridu-n"".t yangdimutakhirkan, program prioritas
pembangunan d.esa, rencana kerja rlan pendanaan serta prakiraan
maju, Uait< yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan

*"rig""',, kepada Rencana Kerja Pemeri.ntah Daerah dan RPJM Desa.

lT. Tim pengelota Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPKadalah tim
pengelola kegiatan pembangunan di tingkatdesa dan kelurahan yang

al.rigt rt dan diberhentikan oleh forurr. musyawarah desa/kelurahan.
1g. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi

sendiri oleh masyarakit dengan merlgoptimalkan sumber daya lokal
yang ada pada masYarakat.

19. Rencana Pembangunan Jangka Par.jang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD ,.a*u"f, dokumen perencanaan pembangunan daerah

berjangka waktu 20(duapuluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangselanjutnya

d,isingkat RPJMD Ldu:"ft dokumen perencanaan pembangunan Daerah

berjangka waktu S(lima) tahun.
2L. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yangselanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.
22. Rencana strategis SKPD, yang sela,ejutnya disingkat Renstra SKPD

adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5
(lima) tahun.

23. Rencana Kerja SKPD,
d"okumen perencanaan
tahun.

yang selanjutrrya disingkat Renja SKPD adalah- 
pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu)

24. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yafig selanjutnya
Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode

5

disingkat RKP-
1 (satu) tahun.



(1)
(2t

25. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-
tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna
memastikan kesinambungarl kebijakan yang telah disetujui untuk
setiap program dan kegiatan.

26. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak deri perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsllr DPRD Kabupaten, TNI, POLRI,
Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat
kabupaten/desa/kelurahan, pengusalaf investor, pemerintahan desa,
dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dankelompok masyarakat
rentan termarj inalkan.

27. Tim Pelestarian adalah tim yang keanggotaannya berasal dari anggota
masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perenczrnaan yang
berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil
kegiatan yang ada di desa.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2
Asas SP3D adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Prinsip-prinsip SP3D adalah:
a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasanlingkungan;
j. demokratis; dan
k. persamaan derajat.
Trrjuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian
hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan khusus SP3D adalah untuk:
a. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang

menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses
pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;

b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, dan
pengawasan yang ada pada masy.arakat dalam proses pengelolaan
pembangunan daerah;

c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam
memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan
publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;

d. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis,
teknokratis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas;
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mendorong dan meningkatkan keterpaduanperencanaan dan
penganggaran kegiatan pembangunan;
mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan
pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
yang telah dibentuk olehmasyarakat;
meningkatkan kapasitas lernbaga kemasyarakatan dan
pemerintahan terutama pemerirLtahan desa/kelurahan dalam
perencanaan pembangunan terpadr"r;
meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur
pemerintah, terutama aparatur pemerintahan desa; dan
menjadikan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan
sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III
PENDEI(ATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan
a. politis;
b. teknokratis
c. partisipatif;

Pasal 3
daerah menggunakan pendekatan:

d. dari atas (top down) dan dari bawah (bottomup\.

Pasal 4
Pendekatan politis sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 3 huruf a,bahwa
program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun
ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, danprogram

kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalamtu-illan, strategi,
kebijakan, dan program pembangunan rlaerah selama masa jabatan;

b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis pen5rusunan,
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan
pembangunan daerah; dan

c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk
penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 5
(1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l] huruf b, menggunakan metoda
dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tqjuan dan sasaran
pembangunan daerah.

(2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan proses keilmuan untul.: memperoleh pengetahuan secara
sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis,
data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain digunakan untuk:
a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
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b. merllmuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusanwajib dan
pilihan pemerintahan daerah masa k,tni;

c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian
sasaran pembangunan daerah;

d. merumuskan tujuan, strategi, dan ke,bijakan pembangunan daerah;
e. memproyeksikan kemampuan keuerngan daerah dansumber daya

lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian,

lokasi serta kelompok sasaran progratnlkegiatan pembangunan
daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
(sPM);

h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun
yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun
berikutnya; dan

i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan
evaluasi rerrcana pembangunan daerah.

Pasal 6
Pendekatan partisipatif sebagaimana dinraksud dalam Pasal 3 hurufc,
dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku
kepentin gan(stakeholders) dengan mempertimbangkan :

a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan
dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;

c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta
melibatkan media massa;

d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok
masyarakat rentan termarj inalkan dan pengarusutamaan gender;

e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan
daerah; dan

f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas
program.

Pasal 7

(1) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas-bawah (top-dounl
dan bawah-atas {bottom-upl sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf
d, hasilnya diselaraskan melalui mus,awarah yang dilaksanakan mulai
dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga
tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

(2) Bagan tentang kedudukan pembangunan partisipatif dalam kerangka
pembangunan daerah merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

Pasal 8
Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kewajiban
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pelestarian hasil-hasil pembangunan daeral..

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 9
(1) Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. pendataan penduduk miskin secara partisipatif diwilayahnya;
b. mengidentilikasi akar penyebab terjadinya masalah dimasyarakat

khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
c. menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung

penyelesaian masalah sosial kernasyarakatan yang terjadi di
wilayahnya;

d. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami
masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan
daerah;

e. menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda
prioritas pembangunan daerah; dan

f. mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas
pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme
langsung atau perwakilan.

(2) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran
aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.

(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
a. forum pengkajian masalah dan pote.nsi tingkat kelompok masyarakat;
b. forrm penggalian gagasan tingkat Dusun/lingkungan;
c. musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
d. musrenbang tingkat Kecamatan;
e. forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
f. musrenbang tingkat Kabupaten.

(4) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan
maka Musrenbang tingkat Desa/Kelurahansebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di
tingkat Desa/ Kelurahan.

Pasal 1O
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(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan
pembangunan.

(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
melalui cara:
a. merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang

diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen
RPJM Desa dan RKPDesa tahun berjalan;

b. mengakomodinir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang
Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing
SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan
teknis dan fungsi SKPD; dan

c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi
agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang
Kabupaten.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 1 1

(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara
aktif seluruh komponen masyarakat- serta efektifitas pelaksanaan
pembangunan daerah.

(3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah
yang dikerjakan sendi.ri oleh masyarakat dengan swakelola dapat
berbentuk tenaga, pikiran, material,dan non material yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.

(4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana
dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pertgawasan Pembangunan

Pasal 12
Pengawasan pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh
pemangku kepentingan desa/kelurahan,':okoh masyarakat, tokoh agama,
dan masyarakat umum.

Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas

pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD

yang bersangkutan dan secara eksternal, serta lembaga pengawasan dan
pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.
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Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 14
(1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan membentuk tim
pelestarian di tingkat desa/kelurahan.

(2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan
masyarakat yartg dapat disumbangkan untuk perbaikan dan
pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerl'akan baik oleh
masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar

melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik
yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat
desa/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.

(2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses
pemeliharaarr, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang
dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 16
(1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat

berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
(2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
berkewajiban menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pada
forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan.

(4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat
maupun kepada SKPD penyalur dana hrbah.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/kelurahan,
kecamatan, dan kabupaten.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara periodik dan/atau insidentil.

BAB V
PENGANGGARAN
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(1)
Pasal 18

Anggaran Pelaksanaan SP3D dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Mekanisme pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 19
pelaksaan Peraturan Daerah ini akan diatur

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan
Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBarito
Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 0€FHgsr- 2OI5

BUPATI B RITO TIMUR

AMPERA A. MEBAS
Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal z Oe!€t{6€Q- 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

(2)

Ketentuan lebih lanjut dalam
dengan Peraturan Bupati.

-/nt

-

Lsxop
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 20LsNoMoR..?4

t2



PENJELASAN
ATAS

RANCAIIGAI{ PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-lJndang Nomor 25 Tahun 2OO4
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam
rangka mencapai hasil pembangunan ,iaerah yang optimal dan untuk
menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai
dariperencanaan, pelaksanaan, monito::ing dan evaluasi secara efisien
danefektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraarr pemerintahan yang demokratis,
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem
perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan
pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem
perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi
perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan
dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada sisi yang lain dengan terbit-nya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahar. Daerah, sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Per-ubahan Kedua Atas tlndang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi
kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan
tersebut memerlukan koordinasi rlan pengaturan untuk lebih
mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala
nasional dan daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk
mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan
yang lebih terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan
sertapartisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan
partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunarr baik dalam jangka panjang,
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian
tatacara pen5rusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-
SKPD, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaarl Pembangunan Daerah
(Musrenbangda).
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Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan. Sedangkan pencrekatan politis merupakan wujud
dari 3 (tiga) hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan,
strategi,kebijakan, dan program penrbangunan daerah selama masa
jabatan;

2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis pen5rusunan,
sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional
serta pembangunan daerah; dan

3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk
penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku
kepentingan.

Sistem perencanaan pembangurLan daerah juga harus dapat
menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua
tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan
pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebihbesar
kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi
menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan
daerahbertujuan untuk:

pembangunan

1. mewujudkan alur dan tata cara per:encanaan pembangunan daerah
yang berkeadilan dan terstruktur;

2. menjamin konsistensi penJrusunan rencana, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan
daerah;

3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;

4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan; dan

5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah
mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari:
1. pen5rusunan rancangan awal;
2. pelaksanaan Musrenbang;
3. penyusunan rancangan akhir; dan
4. penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD),
perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan
tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Perryelenggaraan sistemperencanaan
pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana
program dan kegiatan pembangunan rnelalui rencana pendanaan serta
monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk
mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan
rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh
SKPD terkait di lingkup, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten

-14
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dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada
dilingkup masing-masing.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas,
dan untuk memenuhi maksud dan tujuan perencanaan pembangunan
partisipatif daerah tersebut dibutuhkair regulasi yang dapat member
iarah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat
mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif
dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam
dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan.

il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
ayat (1)

Cukup jelas.
ayat (2\
Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan
rahasia negara.

Huruf b
Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai
potensi, masalah dan perubahan )'ang terjadi di daerah.

Huruf c
Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu
dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan
keluaran maksimal.

Huruf d
Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai
target dengan sumber daya yang rlimiliki, dengan cara atau proses,
yang paling optimal.

Huruf e
Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan danhasil akhir
dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada ralryat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Huruf f
Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat
untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g
Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan
dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
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Huruf h
Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar
wilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia.

Huruf i
Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalahuntuk
mewrrjudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan
sumber daya alam.

Huruf j
Yang dimaksud Demokratis adalah masyarakat mengambil
keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

Huruf k
Yang dimaksud Persamaan Derajat adalahmasyarakat baik laki-laki
dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap
tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal L1
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
ayat (1)

Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah suatu
kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah
dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurrrf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah"adalah anggaran/dana

yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha, baik Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan
Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau
dihibahkan kepada masyarakatde sa / kelurahan.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 24
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

BAGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

PENDEKATAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

DAERAH

TEKNOKRATiS

Menggunakan meto-

de kerangka berpikir

ilmiah untuk menca-

pai tujuan dan sasar-

an pembangunan

daerah.

Program-program

pembangunan dita-

warkan oleh masing-

masing calon kepala

daerah terpilih pada

saat kampanye.

TOPDOWN &
BOTTOM UP

Hasil perencanaan

diselaraskan melalui
musyawarah yang

dilaksanakan mulai
dari desa, kecamat-

an, kabupaten,/kota,
provinsi dan nasio-

nal.

Dilaksanakan dengan

melibatkan semua

pemangku kepen-

tingan (stakehol-

ders).

PARTISIPATIF

BUPATI BA,RITO TIMUR,

AMPERA A.\Y. MEBAS
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